KABUPATEN BURU SELATAN

PERATURAN DAERAHKABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010 maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran
2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

dan
BUPATI BURU SELATAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 313.371.444.721,49 bertambah/ berkurang sejumlah

46.452.280.744,01 sehingga menjadi Rp 359.823.725.465,50 dengan rincian sebagai berikut :
1.

Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

355.671.097.000,00

359.823.725.465,50

Rp. 313.121.444.721,49
Rp. 42.549.652.278,51
Rp.
Rp. 313.371.444.721,49
Rp. 46.452.280.744.01
Rp.
(Rp.
Rp. 500.000.000,00
Rp. 3.902.628.465,50
Rp.
Rp. 250.000.000,00
Rp. -
Rp.

4.152.628.465,50).

4.402.628.465,50

.250.000.000.00

Rp



Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah
perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah yang perubahan

Rp. 2.234,000.000,00
Rp. 1.416.000.000,00
Rp. 256.375.227.849,49
Rp. 8.213.808.950,51
Rp. 54.512.216.872,00
Rp. 32.919.843.328,00
Rp. -

Rp. 500.000.000,00
Rp. 1.500.000.000,00
Rp. 150.000.000,00

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.152.628.465,50

3.650.000.000,00

264.589.036.800,00

87.432.060.200,00

500.000.000,00

1.650.000.000,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (Berkurang) RD. .
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. .
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 734.000.000,00
1) Semula R 766.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) = S R 1. 500.000.000.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan P- ' R
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp. 24.607.804.849,49
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 10.138.758.950,51
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 34.746.563.800,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 198.889.373.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) RD. -
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 198.889.373.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp. 32.878.050.000,00
(Rp. 1.924.950.000,00)

Rp. 30.953.100.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 54.017.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) (Rp.  34.517.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 19.500.000.000,00
b. Dana Darurat
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. -
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

Vi



(1)

()

c. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

d. Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus setelah perubahan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
setelah perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

vii

Rp. 495.216.872,00
Rp. 2.004.783.128,00
Rp. -

Rp. 65.432.060.200,00
Rp. -

Rp. -

Rp. 91.284.985.080,49
(Rp.  7.745.346.225,99)
Rp. 222.086.459.641,00
Rp. 54.197.627.000,00
Rp. 65.182.511.796,49
(Rp. 11.694.339.313,99)

Rp.  2.500.000.000,00

Rp. 65.432.060.200,00

Rp. 83.539.638.824.50

Rp. 276.284.086.641,00

Rp. 53.488.172.482,50



Belanja Bunga
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

Belanja subsidi
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Belanja Bagi Hasil
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp.

Rp.
(Rp.

3.521.625.000,00
2.051.000.000,00)

Rp.

4.500.000.000,00
4.877.816.520,00

Rp.
(Rp.

6.680.000.000,00
1.600.000.000,00)

Rp.
Rp.

Rp.
(Rp.

7.758.000.000,00
747.750.000,00)

Rp.
Rp.

3.642.848.284,00
3.469.926.538,00

viii

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.470.625.000,00

9.377.816.520,00

5.080.000.000,00

7.010.250.000,00

7.112.774.822,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dlam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. .....................
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran sejumlah Rp. .....................
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. ....................
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 16.099.136.000,00
Rp. 3.230.399.817.00
Rp. 57.170.831.406,05
Rp. 16.785.525.000,00
Rp. 148.816.492,234,95
Rp. 34.181.702.183,00
Rp. 500.000.000,00
Rp. 3.902.628.465,50
Rp. 250.000.000,00
Rp. -

Rp. 500.000.000,00
Rp. 3.902.628.465,50

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.329.535.817,00

73.956.356.406,05

182.998.194.417,95

4.402.628.465,50

250.000.000,00

4.402.628.465,50



b. Pencaiaran dana cadangan sejumlah Rp. ......................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. ....................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Peneriman pinjaman daerah sejumlah Rp. ......................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah peneriman pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. ........................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. .......................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. ....................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. ......................
1) Semula Rp.  250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) RD. -
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 250.000.000,00



c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. ....................

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. ......................
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran |

2. Lampiran lI
3. Lampiran llI
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalm tahun anggaran
ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan.

Xi



Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 12 Nopember 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MUTALIB LAITUPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 01

Xii

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 12 Nopember 2010

PENJABAT BUPATI BURU SELATAN

MOHAMMAD SHALEH THIO



